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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah keadilan, perilaku 
Wajib dan persepsi kemudahan penerapan perubahan tarif PPh final 
berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi UMKM. Jenis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh 
secara kuesioner, populasi dan sampel diambil dari KPP Pratama Ilir Barat 
Palembang. Hasil dari penelitian ini adalah keadilan dan persepsi kemudahan 
penerapan perubahan tarif PPh final terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi UMKM dikota Palembang berpengaruh negatif karena belum 
melaksanakan indikator-indikator keadilan perpajakan. Kemudian, pengaruh 
perilaku Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif 
karena Wajib Pajak berusaha melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai 
dengan perundang-undangan. 
 
Kata kunci: Keadilan, perilaku Wajib Pajak, persepsi, PP No.23 Tahun 2018, 
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. 
 
Abstract 
 This study aims to determine whether fairness, compulsory behavior 
and perceptions of the ease of implementation of changes in final PPh rates 
affect the compliance of individual SME Taxpayers. The type of data used in 
this study are primary data obtained by questionnaire, population and 
samples taken from KPP Pratama Ilir Barat Palembang. The results of this 
study are fairness and the perception of the ease of applying the final PPh 
changes to the UMKM Personal Taxpayer compliance in Palembang city 
having a negative effect because they have not implemented tax justice 
indicators. Then, the effect of taxpayer behavior on taxpayer compliance 
has a positive effect because taxpayers try to carry out their tax obligations 
in accordance with the law. 
 
 Keywords: Justice, Taxpayer behavior, perception, PP No.23 of 2018, 
Compliance of MSME Personal Taxpayers. 
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1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Indonesia merupakan Negara yang berkembang, perekonomian di 
Indonesia sangat dibutuhkan untuk melakukan pembangunan jalan, dan 
sebagainya. Oleh karena itu, maka Indonesia mendapatkan perekonomian 
tersebut dengan cara pemungutan pajak. Besar atau kecilnya dari pemungutan 
pajak tersebut sangatlah penting bagi Negara. Menurut Undang-undang No. 6 
Tahun 1983 yaitu tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, pada terakhir kali Undang-Undang 
tersebut diubah No.6 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 yang berisi bahwa “Pajak 
merupakan kontribusi Wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang 
Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang 
dengan tidak adanya imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk 
keperluan Negara. 
Indonesia menganut sistem perpajakan Self assessment dimana adanya 
kepercayaan yang sangat besar yang telah diberikan oleh pemerintah kepada 
wajib pajak, maka, agar Self Assessment System berjalan secara efektif sudah 
selayaknya kepercayaan tersebut diimbangi dengan upaya penegakan hukum 
dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan 
kewajiban perpajakannya dengan harapan peningkatan pendapatan atau 
penerimaan sektor perpajakan untuk kemakmuran bersama (Pakpahan, 2015 : 
01).  
Faktor pertimbangan atas terbitnya Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 
2018 ini adalah adanya persepsi masyarakat yang menganggap tidak terdapat 
aspek keadilan. Pengenaan PPh yang bersifat final bermakna bahwa 
pelunasan PPh 0,5 persen dihitung dari peredaran bruto setiap bulan, 
kewajiban  pajak atas penghasilan bersifat final. Ditinjau dari konsep keadilan 
dalam pemajakan (equity principle), pengenaan PPh Final tidak sesuai dengan 
keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (ability to pay). 
Perpajakan yang menyatakan adil adalah semakin besar penghasilan maka 
semakin besar pula pajak yang harus dibayar (the more you earn, the more 
you pay tax).  
Menurut Azmi dan Perumal, 2008 mendefinisikan konsep dimensi 
keadilan pajak ke dalam lima variabel yaitu general fairness, exchange with 
the government, self-interest, special provisions, dan tax rate structure. 
Kemudian dimensi keadilan pajak yang dikembangkan oleh Gerbing (1988) 
tersebut dijadikan acuan oleh beberapa peneliti dalam melakukan penelitian 
mengenai pengaruh dimensi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan 
Wajib Pajak.  
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib 
pajak, yaitu Menurut Jackson & Milliron yang dikutip oleh Harri (2008), 
keadilan pajak (Tax Fairness) merupakan kunci variabel non ekonomi yang 
mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Pendapat tersebut didukung oleh 
pendapat Vogel, Spicer dan Becker yang dikutip oleh Harri (2008) bahwa 
pembayar pajak cenderung untuk menghindari pajak, jika mereka 
menganggap bahwa sistem pajak tidak adil.  
P a g e  | 3 
 
Pada tahun 2013 dengan adanya Peraturan Pemerintah No.46, tentang 
Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh 
Wajib Pajak untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan bagi 
perpajakan, memberikan edukasi masyarakat agar tetib dalam pembayaran 
perpajakan. Peraturan perpajakan pada tahun 2013 dengan tarif 1% dari 
omset. Namun, pemerintah mengubah peraturan tersebut menjadi Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, tentang penurunan tarif PPh final dari 1% 
menjadi 0,5% sehingga membuat Wajib Pajak UMKM akan lebih ringan 
dalam pembayaran pepajakannya. 
Perubahan tarif PPh final dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2018 yakni 
sebagai salah satu poin utama dalam pembayaran pajak. namun, penulis 
mendapatkan beberapa ju,lah ketentuan yang tidak kalah penting untuk 
diketahui oleh para Wajib Pajak. Menurut Surtan Siahaan, terdapat poin-poin 
penting dalam PP Tahun 2018, sebagai berikut : 
1. Bersifat Opsional 
Menurut penulis, ketentuan ini bersifat opsional, karena Wajib Pajak 
hanya membayar yang telah ditentukan dari PPh final yaitu dengan 
membayar ketentuan PP baru dikeluarkan pemerintah sebesar 0,5% dari 
omset yang didapatkan selama 1 tahun. 
2. Memiliki Keterbatasan Waktu 
Berbeda dengan PP No.46, peraturan sekarang yang telah dibuat, 
pemerintah menetapakan grace period atau sering disebut batasan waktu 
yang diberikan. Batasan waktu tersebut diberikan yakni sebagai berikut : 
- 7 tahun pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. 
- 4 tahun untuk Wajib Pajak Badan dalam bentuk koperasi, CV, atau 
Firma. 
- 3 tahun pajak bagi Wajib Pajak badan yang berbentuk PT. 
Ketika batas waktu tersebut berakhir, maka Wajib Pajak akan 
kembali lagi menggunakan skema formal yaitu yang telah ditentukan 
dalam Undang-undang pasal 17 No.36. Alasan tersebut ditunjukkan untuk 
mendorong para Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan 
pengembangan usaha UMKM. 
3. Wajib Pajak yang dikenakan PPh Final 0,5% yaitu dengan berpenghasilan 
dibawah Rp.4,8 M  
Dari fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil sebuah 
penelitian yang berjudul : “PENGARUH KEADILAN, PERILAKU 
WAJIB PAJAK, DAN PERSEPSI KEMUDAHAN PENERAPAN 
PERUBAHAN TARIF PPH FINAL TERHADAP KEPATUHAN 
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UMKM DI PALEMBANG”  
 
1.2 Ruang Lingkup 
Dalam pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, 
harus adanya pembinaan keadilan, perilaku wajib pajak. pokok dari 
permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Apakah keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi UMKM di kota Palembang ? 
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2. Apakah perilaku Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak Orang Pribadi UMKM dikota Palembang ? 
3. Apakah persepsi kemudahan penerapan perubahan tarif pajak PPh final 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dikota 
Palembang? 
4. Apakah keadilan, perilaku Wajib Pajak, dan persepsi kemudahan 
penerapan perubahan tarif pajak PPh final berpengaruh terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dikota Palembang? 
 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk menganalisis apakah keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. 
2. Untuk menganalisis apakah perilaku Wajib Pajak berpengaruh 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. 
3. Untuk menganalisis apakah persepsi kemudahan penerapan tarif PPh 
final berpengaruh terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. 
4. Untuk menganalisis apakah keadilan, perilaku Wajib Pajak, dan 
persepsi kemudahan penerapan perubahan tarif PPh final berpengaruh 
terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. 
 
2. LANDASAN TEORI 
2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Theory of Planned Behavior  
Teori ini dapat disebut juga dengan perilaku yang didasarkan pada 
asumsi bahwa manusia biasanya berperilaku dengan cara 
mempertimbangkan informasi yang tersedia dan mempertimbangkan 
implikasi dari tindakan mereka (Icek Ajzen, 2005). 
2.1.2 Keadilan Pajak 
Yang menjadi salah satu harus diperhatikan dalam penerapan 
pajak dalam suatu Negara adalah adanya  ‘keadilan’ Secara psikologis 
masyarakat menganggap bahwa pajak merupakan salah satu yang 
menjadi beban bagi mereka. 
2.1.3 Perilaku Wajib Pajak 
Perilaku (attitude) merupakan sebuah evaluasi kepercayaan 
(belief) atas perasaan positif maupun negatif dari seseorang jika harus 
melakukan perilaku yang akan ditentukan. Fishbein dan Ajzen (1975) 
dalam Jogiyanto (2007) mendefinisikan perilaku sebagai jumlah dari 
afeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima atau 
menolak suatu obyek atau perilaku dan diukur dengan menempatkan 
individu pada skala evaluative dua kutub, misalnya baik atau buruk, 
setuju atau menolak, dan lain sebagainya.  
2.1.4 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 
Menurut Norman D. Nowak  (2004)  kepatuhan Wajib Pajak 
harus memiliki usaha untuk memahami semua ketentuan-ketentuan 
peraturan Undang-undang yang telah ditetapkan, mengisi formulir 
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dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang, dan 
membayar kepatuhan dalam membayar pajak dengan tepat pada 
waktunya. 
2.1.5 Definisi UMKM 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memiliki 
beberapa definisi yang berbeda pada setiap literature menurut beberapa 
instansi atau lembaga-lembaga bahkan undang-undang. 
2.1.7 Karakteristik UMKM di Indonesia 
Dalam karakteristik disini, terdapat empat alasan yang 
menjelaskan posisi strategis UMKM di Indonesia, yaitu : 
1. UMKM tidak memerlukan modal yang besar, sebagaimana 
perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit 
usaha besar. 
2. Tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal 
tertentu. 
3. Sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan 
infrastruktur sebagaimana perusahaan besar. 
4. UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia 
dilanda krisis perekonomian. 
2.1.8 PPh Umum 
Pada peraturan Undang-undang No.7 tentang Pajak Penghasilan 
(PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Dalam Undang-undang tela 
beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir mengalami perubahan 
dengan Undang-undang No 36 Tahun 2008.  
2.1.9 Persepsi Kemudahan Penerapan Perubahan Tarif PPh Final 
Persepsi kemudahan penerapan perubahan tarif PPh Final  
dalam penelitian ini didefinisikan sebagai penilaian dari Wajib Pajak 
yang dikenakan pajak penghasilan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2018 atas kemudahan sistem dan administrasi perpajakan 
dengan ditetapkan dan dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2018. 
 
2.2 Kerangka Pemikiran 
 
 
 
H1 
H2 
H3 
 
H4 
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2019 
Keadilan 
X1 
Perilaku Wajib Pajak 
X2 
Persepsi Kemudahan 
Penerapan Tarif PPh Final  
X3 
Kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi UMKM 
Y1 
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2.3 Hipotesis 
Berdasarkan hal tersebut maka penulis merumuskan hipotesis sebagai 
berikut: 
H1: Keadilan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
UMKM. 
H2 : Perilaku Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib    Pajak 
Orang Pribadi UMKM 
H3 : Persepsi Kemudahan Penerapan Perubahan Tarif PPh Final Berpengaruh 
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM 
H4 : Keadilan, Perilaku Wajib Pajak, Persepsi Kemudahan Penerapan Tarif 
PPh Final Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
UMKM  
 
3. METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif. Lokasi dan populasi yang dipakai yaitu pada UMKM yang terdaftar 
pada KPP Pratama Ilir Barat Palembang. Jenis data yang dipakai dalam penelitian 
ini adalah data primer. Karena dalam penelitian ini penulis menggunakan 
kuisioner. Instrument yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan kuisioner untuk mengukur pendapat dari responden Wajib Pajak. 
Maka, digunakan 5 skala likert  dengan memberikan skor dari jawaban kuisioner 
yang diisi oleh responden/Wajib Pajak. Berikut 5 skala likert yang digunakan 
untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 
tentang fenomena sosial : 
1 : Sangat Tidak Setuju 
2: Tidak Setuju 
3: Netral 
4: Setuju 
5: Sangat Setuju 
 
4. HASIL PENELITIAN 
4.1 Uji Validitas 
Tabel 4.3 
Hasil Uji Validitas 
Variabel Item 
Uji Validitas 
Keputusan Item Total 
Correlation 
r Tabel 
X1 
X11 0,720 0,205 Valid 
X12 0,769 0,205 Valid 
X13 0,831 0,205 Valid 
X14 0,638 0,205 Valid 
X2 
X21 0,698 0,205 Valid 
X22 0,693 0,205 Valid 
X23 0,767 0,205 Valid 
X24 0,716 0,205 Valid 
X25 0,543 0,205 Valid 
X3 
X31 0,745 0,205 Valid 
X32 0,748 0,205 Valid 
X33 0,717 0,205 Valid 
X34 0,771 0,205 Valid 
Y1 Y11 0,845 0,205 Valid 
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Y12 0,887 0,205 Valid 
Y13 0,875 0,205 Valid 
Y14 0,811 0,205 Valid 
Y15 0,661 0,205 Valid 
Sumber : Data Diolah SPSS 23, 2018 
Dalam pengujian diatas menggunakan taraf signifikan 5% atau 0,05. 
Pada r tabel dengan uji dua arah, jumlah sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini sebanya (n)=100 dan besarnya df yang digunakan adalah df=n-
2. Sehingga, df yang diperoleh yaitu 100-2=98, diambil yang mendekati 98 
yaitu 90 yaitu sebesar 0,205. Dari hasil yang diuji dalam SPSS versi 23, dapat 
dilihat bahwa Item Total Correlation (r hitung) dari masing-masing setiap 
variabel > nilai r tabel yaitu 0,205. Dapat disimpulkan bahwa 18 butir 
pertanyaan tersebut, dinyatakan valid dan bias digunakan dalam penelitian 
ini. 
4.2 Uji Reabilitas 
Tabel 4.4 
Hasil Uji Reabilitas 
No Variabel 
Cronbach’s 
Alpha item 
Cronbach’s 
Alpha 
Hasil 
Penelitian 
1 X1 0,726 0,7 Reliabel 
2 X2 0,713 0,7 Reliabel 
3 X3 0,732 0,7 Reliabel 
4 Y1 0,870 0,7 Reliabel 
Sumber : Data Diolah SPSS 23, 2018 
Dalam penelitian ini, untuk dapat mengetahui Reliabel atau tidaknya 
menggunakan batasan 0,70. Jika nilai cronchbach alpha . 0,70 variabel 
tersebut dikatakan reliable. Dapat disimpulkan bahwa indikator dari 
pertanyaan dalam kuesioner tersebut adalah reliabel. 
4.3 Hasil Uji T 
Tabel 4.9 
Hasil Uji T 
 
Sumber : Data Diolah SPSS 23, 2018 
Dalam tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa : 
H1 :   Nilai t tabel < t hitung (1,66088 > -1,857) dan tingkat signifikan < 0,05 
(0,066  > 0,05) maka H0 ditolak, karena nilai t hitung negatif maka dapat 
disimpulkan bahwa keadilan berpengaruh negatif secara parsial terhadap 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 5.085 3.012  1.688 .095 
Keadilan -.169 .091 -.187 -1.857 .066 
Perilaku Wajib Pajak .066 .085 .080 1.774 .041 
Persepsi kemudahan penerapan perubahan 
tarif PPh final 
-.040 .080 -.052 -.502 .617 
a. Dependent Variable: abs_res 
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kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. Ini berarti tidak adanya 
pengaruh keadilan untuk kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. 
H2 :  Nilai t tabel < t hitung (1,66088 < 1.774) dan tingkat signifikan < 0,05 
(0,041 < 0,05) maka perilaku Wajib Pajak berpengaruh dan signifikan 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. 
H3 :   Nilai t tabel < t hitung (1,66088 > -0,502) dan tingkat signifikan < 0,05 
(0,617> 0,05) maka H0 ditolak, karena persepsi kemudahan penerapan 
penerapan PPh final berpengaruh negatif secara parsial terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. 
4.4 Hasil Uji F 
Tabel 4.10 
Hasil Uji F 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 60.292 3 20.097 1.467 .000
b
 
Residual 1315.126 96 13.699   
Total 1375.419 99    
a. Dependent Variable: TOTAL_Y1 
b. Predictors: (Constant), TOTAL_X1, TOTAL_X2, TOTAL_X3 
      Sumber : Data Diolah SPSS 23, 2018 
Berdasarkan tabel diatas, maka uji ini dinyatakan valid dan tidak 
signifikan. Karena F hitung > F-Tabel dan Sig < 0,05. Dapat dilihat bahwa 
nilai Fhitung adalah 1.467 dengan tingkat probabilitas 2,31 pada Ftabel, dan nilai 
signifikan 0,000 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa dari pengaruh 
keaddilan, perilaku Wajib Pajak, dan persepsi kemudahan penerapan 
perubahan tarif PPh final berpengaruh signifikan dan signifikan terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. 
4.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi  
Tabel 4.11 
Hasil Uji R
2
 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .209
a
 .144 .440 3.701247 
a. Predictors: (Constant), TOTAL_X1, TOTAL_X2, TOTAL_X3 
b. Dependent Variable: TOTAL_Y1 
 Sumber : Data Diolah SPSS 23, 2018 
Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dari nilai R Square sebesar 
0,440 yang berarti sumbangan dari pengaruh keadilan, perilaku Wajib Pajak 
P a g e  | 9 
 
dan persepsi kemudahan penerapan perubahan Wajib Pajak Orang Pribadi 
UMKM di kota Palembang sebesar 44% dan 55% merupakan sisa nya 
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti sanksi perpajakan, sosialisasi 
perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sebagainya. 
 
PEMBAHASAN 
H1 Pengaruh Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
UMKM 
Dalam pengujian T nilai t tabel < t hitung (1,66088 > -1,857) dan tingkat 
signifikan < 0,05 (0,066  > 0,05) maka H0 ditolak, karena nilai t hitung 
negatif maka dapat disimpulkan bahwa keadilan berpengaruh negatif secara 
parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. Hal ini 
menunjukkan bahwa dengan ada atau tidak adanya keadilan diberikan yang 
aparat berikan ke Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM tidak mempengaruhi 
kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM karena Wajib Pajak orang 
pribadi harus tetap melakukan pembayaran pajak yang telah ditetapkan. 
Kewajiban untuk membayar pajak merupakan kewajiban mutlak wajib pajak 
orang pribadi, sehingga ketika adil atau tidaknya perlakuan pajak yang 
berlaku bukan merupakan hal yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi 
dalam kepatuhan Wajib Pajak. 
H2 Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi UMKM 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan uji t didapati hasil bahwa 
perilaku Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. Hal ini terlihat dari hasil t 
hitung yang lebih besar dari t tabel yaitu:  Nilai t tabel < t hitung (1,66088 < 
1.774) dan tingkat signifikan < 0,05 (0,041 < 0,05). 
Hal ini sejalan dengan apa yang terjadi di KPP Pratama Ilir Barat 
bahwa sebagian dari  perilaku Wajib Pajak kooperatif dalam hal mematuhi 
dan mentaati aturan perpajakan sehingga Wajib Pajak tersebut dapat 
dikatakan patuh dalam membayar pajak. 
H3 Pengaruh Persepsi Kemudahan Penerapan Perubahan Tarif PPh Final 
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM 
Hasil penelitian mendukung hipotesis pertama bahwa variabel 
Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 tidak 
berpengaruh  dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi UMKM di Kota Palembang. Hal ini ditunjukkan nilai koefisien 
regresi variabel bebas pertama sebesar -0,502 . Nilai t hitung > t tabel (0,617> 
0,05) dengan signifikansi 0,617 lebih besar dari 0,005 yang mengindikasikan 
bahwa Persepsi Wajib Pajak Tentang Persepsi kemudahan penerapan 
perubahan tarif  PPh final tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak.  
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H4 Pengaruh Keadilan, Perilaku Wajib Pajak, dan Persepsi Kemudahan 
Penerapan Perubahan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak Orang Pribadi UMKM 
Berdasarkan uji F yang telah dilakukan, maka menunjukkan hasil 
bahwa terdapat pengaruh antara keadilan, perilaku Wajib Pajak, dan persepsi 
kemudahan penerapan perubahan tarif PPh final terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak Orang Pribadi UMKM dikota Palembang dengan adanya F hitung yang 
diperoleh adalah 1.467 > 2,31. Secara simultan dari ketiga variabel tersebut 
maka mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. 
 
5. PEMBAHASAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yaitu:  
1. Keadilan berpengaruh negatif dan signifikan  terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak orang pribadi UMKM di Kota Palembang karena Wajib Pajak orang 
pribadi harus tetap melakukan pembayaran pajak yang telah ditetapkan. 
Kewajiban untuk membayar pajak merupakan  kewajiban  mutlak Wajib 
Pajak orang pribadi, sehingga ketika adil atau tidaknya perlakuan pajak 
yang berlaku bukan merupakan hal yang mempengaruhi Wajib Pajak 
orang pribadi UMKM dalam kepatuhan Wajib Pajak. 
2. Perilaku Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi UMKM dikota Palembang karena 
Wajib Pajak berusaha melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai 
dengan perundang-undangan maka Wajib Pajak memiliki keinginan untuk 
membayar pajaknya 
3. Persepsi kemudahan penerapan perubahan tarif PPh final berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi 
UMKM dikota Palembang dikarenakan tidak adanya penurunan tarif 
pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Ilir Barat 
Palembang tetap tidak mengubah kepatuhan akan membayar pajak. 
4. Keadilan, perilaku Wajib Pajak, dan persepsi kemudahan penerapan 
perubahan tarif PPh final berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi UMKM dikarenakan persepsi wajib pajak tentang 
penerapan PP No.23 tahun 2018 cukup besar pengaruhnya. 
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diusulkan saran yang diharapkan 
akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya:  
1. Bagi Pemerintah  
a. Pemerintah sebagai pembuat regulasi atau peraturan mengenai 
perpajakan, selain pembuat regulasi pemerintah seharusnya meninjau 
apakah peraturan yang baru dipatuhi oleh semua sasaran. Hal ini 
dilakukan agar kepatuhan wajib pajak semakin meningkat dan 
memberikan penerimaan pajak yang lebih tinggi. 
b. Pemerintah harus meningkatkan sosialisasi perpajakan mengenai 
tarif pajak dan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku di 
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Indonesia sehingga pemahaman wajib pajak tentang perpajakan 
masyarakat semakin meningkat.  
2. Bagi Peneliti Selanjutnya  
a. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian di 
bidang yang sama dapat menambah variabel independen maupun 
dependen yang memiliki kemungkinan pengaruh terhadap hubungan 
persepsi wajib pajak tentang keadilan, perilaku wajib pajak, dan 
penerapan perubahan tarif PPh final terbaru atau dapat menggunakan 
variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, 
sehingga dapat ditemukan variabel baru yang akan meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak.  
b. Pada penelitian selanjtutnya sebaiknya jumlah populasi serta sampel 
ditambah dan diperluas secara baik. 
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